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MOTTO

“Setengah-setengah tidak akan menghasilkan apa-apa. Setengahitu tidak baik.

Setengah benar sama saja dengan tidak benar. Untuk mendapatkan bayaran

penuh atas jabatan penuh, setelah sumpah yang lengkap dan jelas tugas harus
dilaksanakan sepenuhnya !

! Multatuli. Max Havelaar. Terjemahan oleh Ingrid Dwijani Nimpoeno, Bandung, Mizan
Pustaka, 2014. him 327.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada;

1. Abah saya Bapak Suparman dan emak saya Ibu Alfiyah yang dengan amat

sabar memberi dukungan.

2. Almamater Universitas Jember.



SUMPAH/JANJI PNS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH
BERGANTI AGAMA PASCA PENGANGKATAN

THE CIVIL SERVANT’S VOW OR PROMISE FOR CIVIL SERVANT WHO HAS
CHANGED RELIGION AFTER THE ELEVATION

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi llmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

OLEH:
M. NAJMUDDIN
NIM. 130710101324

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITASJEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019



PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN

TANGGAL 2 April 2019

Oleh :

Pembimbing Utama,

RIZAL NUGROHO S.H., M.Hum.
NIP : 195611251984031002

Pembimbing Anggota,

NURUL LAILIF., SH.. M.H
NIP. 198707132014042001

Vi



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

SUMPAH/JANJI PNS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH
BERGANTI AGAMA PASCA PENGANGKATAN

THE CIVIL SERVANT’S VOW OR PROMISE FOR CIVIL SERVANT WHO HAS
CHANGED RELIGION AFTER THE ELEVATION

Oleh :

M. NAJMUDDIN
NIM : 130710101324

Dosen Pembimbing Utama, Dosen Pembimbing Anggota,

Rizal Nugroho S.H., M.Hum. Nurul Laili F., S.H..M.H

NIP : 195611251984031002 NIP. 198707132014042001
Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H.. M.H.
NIP : 197409221999031003

vii



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di dahadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Rabu
Tanggal .6

Bulan : Maret
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua, Sekretaris,
Totok Sudaryanto, S.H., M.S. Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 195701221982031002 NIP. 197805312005012001
Anggota Penguji :
Rizal Nugroho, S.H., M.Hum. : (Fmmmmmm e e

NIP. 195611251984031002

Nurul Laili F,, S.H. M.H. : S —
NIP. 198707132014042001

viii



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : M. Najmuddin
NIM :130710101324
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul:
Sumpah/Janji PNS Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Berganti Agama
Pasca Pengangkatan adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika dalam
pengutipan disebutkan sumbernya dan belum diajukan pada institusi manapun,
serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran
isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi

akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan tersebut tidak benar.

Jember, Oktober 2018

Yang menyatakan,

M. Najmuddin
NIM. 130710101324



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala

limpahan kasih dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi

dengan Judul: “Sumpah/Janji PNS Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Telah

Berganti Agama Pasca Pengangkatan” yang merupakan tugas akhir sebagai

syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Atas bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih

kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi

ini, antara lain:

1.

Bapak Rizal Nugroho,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang
telah memberikan arahan, bimbingan, nasehat, serta motivasi kepada penulis;
Ibu Nurul Laili F., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah
memberikan arahan, bimbingan, nasehat, serta motivasi kepada penulis;

Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S., Ketua Penguji Skripsi yang telah
menyisihkan waktunya untuk bersedia menguji skripsi dan membantu
memberikan arahan, saran, serta masukan agar skripsi ini terselesaikan dengan
baik;

Ibu Rosita Indrayati, S.H.,M.H, Sekretaris Penguji yang telah menyisihkan
waktunya untuk bersedia menguji skripsi dan membantu memberikan arahan,
saran, serta masukan agar skripsi ini terselesaikan dengan baik;

Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas
Jember;

Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum. Sebagai Wakil Dekan |, Bapak
Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Wakil Dekan Il dan Dr. Aries Harianto., S.H.,
M.H. Sebagai Wakil Dekan IlI;

Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Jember;



8. Teman-teman KKN 22 SDGS Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten
Jember.

Semoga kebaikan dan ketulusan yang mereka berikan akan dibalas dengan
Rahmat dan Hidayah Allah SWT. Serta penulis mengharapkan saran dan kritik
yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, pada kesempatan ini,
penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua
pihak yang membutuhkannya.

Jember, Oktober 2018

Penulis

M. Najmuddin

Xi



RINGKASAN

Indonesia adalah negara hukum yang kental dengan nuansa agamanya.
Dalam tataran penyelenggaraan urusan pemerintahan sendiri tidak sedikit
peraturan yang mengatur suatu hal tertentu yang ketentuannya disesuaikan dengan
agama pihak yang bersangkutan. Pengangkatan sumpah/janji Pegawai Negeri
Sipil adalah salah satunya.

Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan
mengenai pengangkatan sumpah/janji PNS bahwa dalam pelaksanaan sumpah
tersebut dilakukan menurut cara yang berbeda-beda berdasarkan agama masing-
masing calon Pegawai Negeri Sipil. Perbedaan yang dimaksud terletak pada
redaksi sumpah PNS. Antara calon PNS yang beragama Kristen misalnya,
redaksinya tidak sama dengan sumpah PNS yang diucapkan oleh yang beragama
hindu. Mengingat bahwa indonesia merupakan negara dengan berbagai
keberagaman yang salah satunya keberagaman soal agama, timbul kemungkinan
seseorang untuk pindah/berganti dari suatu agama tertentu. Meskipun demikian,
tidak ada pengaturan mengenai kepastian hukum seorang anggota PNS yang
berganti agama khususnya mengenai status sumpah/janji PNS yang diucapkan
berdasarkan agama yang terdahulu.

Berdasarkan uraian di atas terdapat dua (2) permasalahan yang dibahas
dalam skripsi ini yaitu: Pertama, apa urgensi sumpah/janji PNS dalam proses
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia? Kedua, apakah Pegawai Negeri
Sipil yang telah berganti agama pasca pengangkatan wajib mengulangi
sumpah/janji PNS sesuai agama terakhirnya?

Tujuan umum penelitian yaitu untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus penelitian yaitu untuk
mengetahui dan memahami pentingnya mengangkat sumpah/janji PNS dalam
proses pengangkatan PNS di Indonesia serta mengetahui apakah status
sumpah/janji PNS seorang Pegawai Negeri Sipil yang berganti agama perlu

diulangi atau tetap dianggap berlaku.
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Metode penulisan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum
primer, bahan hukum skunder, bahan non hukum, dan analisa bahan hukum secara
metode Deduktif. Tinjauan pustaka merupakan dasar yang digunakan penulis
untuk menjawab permasalahan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan, maka
dapat diperoleh hasil penelitian secara ringkas sebagai berikut: Bahwa
sumpah/janji PNS adalah kewajiban pokok yang harus dilakukan setiap calon
PNS. Tidak mengangkat sumpah/janji PNS mengakibatkan yang bersangkutan
tidak dapat menyandang hak dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil. Calon
PNS yang keberatan mengangkat sumpah dapat mengucapkan janji PNS.
Sumpah/janji PNS sendiri terus berlaku selama yang bersangkutan tidak
mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya. Perpindahan atau
pergantian agama bagi anggota PNS tidak mengakibatkan sumpah/janji PNS yang
dahulu diucapkan menjadi tidak berlaku. Sumpah/janji PNS tersebut tidak perlu
diulangi menggunakan redaksi dan tata cara berdasarkan agama terakhir orang
yang bersangkutan.

Kesimpulan penulis, Pertama, Pengangkatan sumpah/janji PNS
merupakan kewajiban pokok bagi setiap calon PNS. Kedua, anggota PNS yang
berpindah agama tidak perlu mengulangi sumpah PNS vyang diucapkan

berdasarkan agamanya terdahulu.

Saran penuis, pertama, ada baiknya sumpah PNS yang sifatnya heterogen
ditiadakan dan diganti dengan janji PNS yang homogen untuk menghindari
polemik yang kemungkinan muncul di kemudian hari. Kedua, seyogyanya diatur
pasal khusus dalam peraturan terkait mengenai status sumpah Pegawai Negeri

Sipil bagi PNS yang berganti agama demi menjamin kepastian hukum.
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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Negara menghormati eksistensi dan segala aktivitas keagamaan selama
tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum serta

kepentingan negara.

Mengingat begitu vitalnya kebebasan untuk memeluk suatu agama atau
keyakinan tertentu maka diciptakan satu pasal khusus di dalam konstitusi yang
mengatur perihal kebebasan tersebut. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) telah mengamanatkan
negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama
masing-masing dan untuk beribadah menurut tata cara agamanya tersebut

sebagaimana ketentuan pada Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu.

Terdapat berbagai agama dan kepercayaan yang berkembang di Republik
Indonesia. Tercatat ada enam agama yang diakui secara resmi sebagaimana
disebutkan Pada Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang menyatakan:

Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah
Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius).

Pernyataan ini tidak mengandung makna bahwa agama dan keyakinan yang tidak
disebutkan pada penjelasan pasal tersebut merupakan agama dan keyakinan yang
dilarang. Agama dan keyakinan selain yang telah disebutkan tetap mendapat

jaminan konstitusional dengan adanya Pasal 29 Ayat 2 UUD RI 1945.



Keberagaman perihal agama yang ada di Indonesia membuka pilihan bagi
warga negara untuk menentukan agama mana yang akan dijadikan pedoman hidup
tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Hal ini sekaligus membuka kemungkinan
bagi pemeluk agama tertentu apabila suatu saat memilih mufaragah
(pisah/pindah/keluar) dari satu agama menuju agama yang lain.

Selain daripada yang telah disebutkan sebelumnya, keberagaman agama
juga mendorong pemegang kekuasaan pembentukan peraturan perundang-
undangan untuk menciptakan berbagai payung hukum guna memberikan
perlindungan dan kepastian hukum yang melembaga. Salah satunya dengan
mengadaptasi kaedah-kaaedah serta ritual keagamaan kedalam berbagai peraturan
perundang-undangan. Ketentuan di bidang kepegawian merupakan salah satu

instrumen yang mengadaptasi kaedah keagamaan di dalam materi muatannya.

Norma agama yang mempengaruhi aturan hukum tentang kepegawaian
dalam penelitian ini difokuskan pada kaedah yang mengatur tentang sumpah/janji
Pegawai Negeri Sipil (yang selanjutnya disebut sumpah/janji PNS). Hingga saat
ini satu-satunya kaedah yang secara khusus mengatur tentang sumpah/janji PNS
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1975 tentang Sumpah/Janji
Pegawai Negeri Sipil.2 Instrumen ini kemudian dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP MPNS).

Instrumen hukum yang relevan yang mengatur perihal pentingnya
mengangkat sumpah/jani PNS terdapat pada Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU
ASN). Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai urgensitas dan tatacara
pelaksanaan sumpah/janji PNS diatur melalui PP MPNS sebagai peraturan
pelaksanaannya. Di dalam PP MPNS terkandung materi muatan mengenai
pentingnya pengucapan sumpah/janji PNS pada proses pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 sebagai berikut:

2 Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Sumpah Keagamaan, Jakarta,
Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, him. 12.



Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib
mengucapkan sumpah/janji.

Pengangkatan sumpah/janji PNS dilaksanakan menurut agama dan
kepercayaan masing-masing calon PNS yang bersangkutan. Sumpah/janji tersebut
dilakukan di hadapan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berwenang
dengan disaksikan oleh dua orang PNS dengan jabatan serendah-rendahnya sama
dengan calon PNS yang mengangkat sumpah/janji tarsebut. Harapan yang ingin
dicapai dari pasal ini bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak saja
memiliki tanggungjawab terhadap negara dan pemerintah, melainkan juga
tanggungjawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Namun demikian sebagaimana pendapat Sukarno Aburaera bahwasanya
tidak ada hukum positif yang sempurna.® Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 diundangkan untuk mengatasi permasalahan dan realita yang terjadi pada
masanya. Bahkan hukum pun tidak dapat melihat apa yang akan terjadi pada masa
yang akan datang demi menjamin kepastian hukum. Mengingat proses
pengangkatan sumpah/janji PNS dilakukan berdasarkan agama calon PNS,
peraturan tersebut tidak mengatur ketentuan apabila suatu saat PNS yang telah
mengangkat sumpah/janji PNS berdasarkan agama tertentu kelak di kemudian
hari berpindah agama. Peraturan tersebut tidak menentukan apakah sumpah/janji
PNS bagi PNS yang telah berpindah agama masih tetap berlaku atau dianggap
kadaluarsa sehingga harus mengangkat sumpah/janji PNS kembali menurut agama

terakhirnya. Disinilah letak terjadinya kekosongan peraturan.

Tidak ada penjelasan resmi yang diberikan PP MPNS mengenai sebab
kadaluarsanya sumpah/janji PNS. Penjelasan justru ditemukan Pada penjelasan
resmi Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1975 tentang Sumpah/Janji
Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3059) yang
menyebutkan satu alasan yang menyebabkan sumpah/janji PNS dianggap
kadaluarsa:

Seseorang yang telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi
beberapa lama kemudian diangkat kembali menjadi Pegawai

3 Sukarno Aburaera, Filsafat Hukum Teori dan Praktis, Kencana, Jakarta, 2010, him. 39.



Negeri sipil, maka ia wajib mengangkat kembali sumpah/janji
Pegawai Negeri Sipil karena sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil
yang diucapkannya dahulu dianggap sudah kadaluarsa.

Dari kutipan penjelasan Pasal di atas dapat diketahui bahwasanya
sumpah/janji PNS memiliki potensi tidak berlaku apabila PNS yang bersangkutan
berhenti dari jabatannya. Namun ketentuan serupa tidak ditemukan dalam
peraturan yang baru yaitu PP MPNS. Tidak ditemukan satu pun pasal yang
mengatur tentang masa berlakunya sumpah/janji PNS. Berdasarkan latar belakang
yang telah diuraikan, penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul
“Sumpah/Janji PNS Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Berganti Agama

Pasca Pengangkatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, melalui penelitian ini ingin diperoleh
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
1. Apa urgensi sumpah/janji PNS dalam proses pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil di Indonesia?
2. Apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah berganti agama pasca pengangkatan

wajib mengulangi sumpah/janji PNS sesuai agama terakhirnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar skripsi ini memiliki sasaran yang jelas dan terarah, perlu ditetapkan
tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini terdiri dari dua macam

yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai sarana untuk mengeksplorasi ilmu dan pengetahuan hukum serta
memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna bagi kalangan umum

khususnya kalangan akademis dan praktisi hukum serta Aparatur Sipi Negara



1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui seberapa vital fungsi dari sumpah/janji PNS dalam proses
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

2. Untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan memberikan
kepastian hukum mengenai sumpah/janji PNS bagi Pegawai Negeri Sipil

yang berganti agama pasca pengangkatan.

1.4 Metodologi Penelitian
1.4.1 Tipe Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif.
Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum
yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta litelatur
yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Terdapat lima macam pendekatan dalam melakukan penelitian hukum
yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan
Kasus, Pendekatan Historis, dan Pendekatan Perbandingan. Dari kelima macam
pendekatan tersebut dipilih dua macam yang sesuai dengan permasalahan yang

berusaha dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang menjadi objek
penelitian. Penelitian mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang
undang-undang itu yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya

benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.



2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Pendekatan Konseptual dilakukan dengan menelaah pendapat-pendapat
dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan untuk
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-
konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang
dihadapi.*

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang memuat materi yang dibutuhkan
dalam penelitian dan penulisan hukum. Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari bahan hukum dan baham non hukum. Sumber data dari
bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoratif,artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
undang-undang dan putusan hakim. ®> Bahan hukum primer yang digunakan oleh
penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan Agama;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil.

4 Peter Mahmud Marzuki. PenelitianHukum, Jakarta, Kencana.2014, him. 133.
5 Ibid. him. 181.



1.4.3.2 Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua
literatur tentang hukum yang dipublikasikan. Literatur tentang hukum meliputi
buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, peraturan yang

pernah berlaku, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.®

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan sumber data selain bahan hukum primer dan
bahan hukum skunder. Bahan non hukum dapat berupa segala literatur yang tidak
berisi konsep, teori, serta doktrin dalam ilmu hukum namun berisi muatan yang
relevan dengan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian. Termasuk pula
hasil wawancara dengan narasumber yang memiliki kaitan dengan permasalahan

yang hendak dijawab dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam skripsi ini adalah dengan metode deskriptif
normatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan
berdasarkan analisa yang diuji dengan norma—norma dan kaidah hukum yang
terkait dengan masalah yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam

melakukan penelitian hukum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:’

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal
yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak
dipecahkan;

2. Pengumpulan bahan—bahan hukum dan sekitarnya dipandang
mempunyai relevansi juga bahan—bahan non hukum;

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan
bahan—bahan yang telah dikumpulkan;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang
menjawab isu hukum;

® Ibid. hm. 141.
" Ibid. him. 171.



5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang
telah dibangun di dalam kesimpulan.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan terhadap analisa bahan
hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan prosedur induktif. Prosedur
analisa induktif yaitu prosedur yang bertolak dari proposisi khusus dan

berakhir pada kesimpulan yang berupa asas-asas umum.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pegawai Negeri Sipil

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, Istilah Pegawai Negeri lebih sering digunakan untuk
merepresentasikan istilah Pegawai Negeri Sipil dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang hukum kepegawaian. Sehingga yang diatur
dalam peraturan terkait adalah tentang kedudukan, kewajiban/hak, serta
pembinaan Pegawai Negeri Sipil saja. Sedangkan mengenai kedudukan,
kewajiban/hak, serta pembinaan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan
anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang lain.®

2.1.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia
“Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan
sebagainya)” sedangkan “Negeri” berarti Negara atau pemerintahan. Jadi Pegawali
Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintahan atau Negara.®
Pengertian tentang Pegawai Negeri Sipil di dalam peraturan perundang-undangan
yang pernah berlaku di Indonesia tidak dibuat dalam suatu rumusan yang berlaku
umum melainkan pengertian khusus yang berlaku dalam hubungan dengan
peraturan yang bersangkutan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) istilah Pegawai Negeri disebut pada Pasal 92 sebagai berikut:

Ayatl: Sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang
didasarkan atas aturan-aturan umum, juga orang-orang
yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan
pembentuk undang-undang, Badan Pemerintah  atau

8 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil Dalam
Kaitannya Dengan Otonomi Daerah, Jakarta, 2004, him.26.

® Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Setiajeng Kadarsih, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta, 2008, him. 31.
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Badan Perwakilan Rakyat yang dibentuk pemerintah atau
atas nama pemerintah, juga Dewan Daerah serta semua
kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur
Asing yang menjalankn kekuasaan yang sah.

Ayat 2: Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga ahli
pemutus perselisinan, yang disebut hakim termasuk orang
yang menjalankan peradilan administrasi, serta anggota dan
ketua peradilan agama.

Ayat 3: Semua anggota angkatan perang juga termasuk pegawai
(pejabat).

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UU TIPIKOR

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3874), pengertian Pegawai Negeri Sipil dirumuskan sebagai berikut:

Pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini meliputi
juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu
badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara
atau daerah atau badan hukum lain yang menggunakan modal dan
kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

Ruang lingkup pengertian Pegawai Negeri dalam UU TIPIKOR tersebut cukup
luas sehingga dapat mencakup pula orang-orang yang menurut pengertian biasa
bukan Pegawai Negeri namun dalam kondisi tertentu dipersamakan dengan

Pegawai Negeri Sipil.°

Sedangkan Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna
yang diberikan oleh undang-undang kepegawaian terdapat pada Pasal 1 angka 3
UU ASN yang berbunyi:

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

10 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Op.cit.,hlm.24.
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Pengertian secara stipulatif di atas berlaku dalam pelaksanaan semua
peraturan-peraturan kepegawaian pada umumnya yang berlaku saat ini. Dari
pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah setiap
warga Negara Indonesia yang bekerja pada instansi/lembaga pemerintahan dan
digaji dengan anggaran pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.

2.1.2 Kedudukan Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara
disamping Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Negeri
Sipil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada
Departemen, Lembaga Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi
Negara, dan Kepaniteraan Pengadilan. Termasuk kedalam kategori Pegawai

Negeri Sipil Pusat meliputi:*

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada perusahaan
jawatan.

2. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau
dipekerjakan pada daerah otonom.

3. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan suatu peraturan
perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada
badan lain seperti perusahaan umum, yayasan, dan lain-lain.

4. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas
negara lain seperti hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan

tinggi.
Sedangkan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil
Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota dan bekerja pada

pemerintah daerah atau dipekerjkan diluar instansi induknya.!? Baik Pegawai

11 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Op.cit.,him.26.

12 Moekijat, Administrasi Kepegawaian Negara, Mandar Maju, Bandung, 1991, him. 25.
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Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
diperbantukan di luar instansi induknya, gajinya dibebankan pada instansi yang
menerima perbantuan. Selain Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina
kepegawaian (PPK) juga dapat mengangkat Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK).

Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang
bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional,
jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan
pembangunan. Dalam menjalankan tugasnya Pegawai Negeri Sipil harus netral
dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demi menjamin netralitas tersebut,

Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.*

2.1.3 Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Sastra Djatmika membagi kewajiban PNS ke dalam tiga kelompok yaitu
kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan suatu jabatan tertentu, kewajiban
yang tidak langsung berhubungan dengan tugas dalam jabatan melainkan dengan
kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada umumnya, dan kewajiban-
kewajiban lain.'* Kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil diatur pada Pasal 23 UU

ASN yang berbunyi:

Pegawai ASN waijib:

a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan pemerintah yang sah;

b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah
yang berwenang

d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

13 Sri Hartini, Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jurnal Hukum
Vol. IX, No.34, September 2009.

14 Gastra Jatmika, Marsono, 1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan,
Jakarta. him.103.
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e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian,
kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab;

f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun
diluar kedinasan;

g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan
rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Kewajiban yang diatur dalam Pasal 23 UU ASN merupakan kewajiban-
kewajiban pokok bagi setiap Aparatur Sipil Negara baik itu Pegawai Negeri Sipil
maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sedangkan kewajiban lain
yang sifatnya lebih spesifik diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lain.*

2.1.4 Fungsi Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana kebijakan publik bertugas
membantu presiden selaku kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan dan tugas menjalankan peraturan perundang-undangan. Di dalam
melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, Pegawai Negeri
Sipil diberi tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai
pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa, setiap Pegawai Negeri Sipil
harus meletakkan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat di atas

kepentingan pribadi dan golongan.

2.2 Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil

2.2.1 Redaksi Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil

Sumpah/janji PNS merupakan suatu kesanggupan untuk menaati
keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang diikrarkan dihadapan
Pejabat Pembina Kepegawaian Yyang berwenang menurut agama dan

kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah sebagai suatu cara

15 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Op.cit., him.81.
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untuk memperkuat pengakuan dan pernyataan telah merupakan suatu hal yang
melembaga dalam tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
pemerintahan Republik Indonesia.® Demikian sakralnya sumpah Pegawai Negeri
Sipil yang dimaksud sehingga peraturan perundang-undangan memberikan
alternatif untuk mengucapkan janji dan tidak perlu mengikrarkan sumpah apabila
yang bersangkutan memang keberatan. Kalimat sumpah diikrarkan menurut
agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan redaksi janji
PNS bersifat lebih universal karena tidak ada perbedaan redaksi antara agama
yang satu dengan yang lain. Redaksi sumpah PNS diatur pada Pasal 66 Ayat (2)
UU ASN yang berbunyi:

Demi Allah, saya bersumpah:

bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan
setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang Da